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PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Hasil dari penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang
dilakukan oleh pemerintah Desa Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten
Sleman dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa di Desa Sumberrahayu sudah sesuai dengan perundang-
undangan, ketentuan maupun kebijakan yang berlaku. Pengelolaan dana desa yang
dilaksanakan telah terlaksana secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan
disiplin anggaran. Penggunaan website yang efektif membuat keterbukaan informasi
bagi masyarakat umum yang ingin mengakses penyelenggaraan pemerintahan serta
pengelolaan dana desa yang ada di desa Sumberrahayu.

2. Pengelolaan dan penyerapan dana desa yang dianggarkan pada bidang
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana
meningkatkan indeks ketahanan sosial dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan
namun mempengaruhi indeks ketahanan ekonomi karena kurangnya penyaluran
dana pada dimensi tersebut. hal tersebut menyebabkan nilai indeks desa menurun
dan ketidakseimbangan nilai komposit.

3. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa cukup baik. Padat Karya Tunai
Desa menjadi pola pada desa Sumberrahayu dalam pengelolaan dana desa sehingga
partisipasi masyarakat secara swakelola dapat dilaksanakan dengan baik sehingga
tercapai pembelajaran, peningkatan kapasitas masyarakat, sehingga pemenuhan

kebutuhan materil tidak menjadi alasan dalam partisipasi masyarakat Sumberrahayu.

5.2. Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian serta kesimpulan yang telah
diuraikan diatas, terdapat beberapa keterbatasan penelitian dalam penyusunan penelitian
pengelolaan dana desa yaitu:
1. Kurangnya partisipasi unsur wakil masyarakat dalam melakukan penelitian
sehingga tidak bisa menggambarkan secara spesifik dampak dalam pengelolaan

dana desa yang dirasakan masyarakat desa Sumberrahayu.
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2. Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana desa yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terbatas hanya pada proses
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
sehingga tidak dapat menggambarkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
secara menyeluruh.

Dokumen mengenai dana desa tidak dapat diperoleh secara menyeluruh
dikarenakan bersifat rahasia sehingga penyajian data mengenai dana desa hanya
berdasarkan hasil dari wawancara yang disesuaikan dengan informasi pada
Rencana Kerja Pemerintah desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja desa, serta data Indeks Desa Membangun.

5.3. Saran

1.

Kepala desa perlu melakukan pengenalan dan sosialisasi terkait dengan kebijakan-
kebijakan terkait dengan aturan pengelolaan Dana Desa kepada perangkat desa
sehingga perangkat desa memiliki pengetahuan serta kompetensi yang memumpuni
dalam pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan undang-undang yang
berlaku.

Untuk menjaga stabilitas dana desa yang terbatas, Badan Permusyawaratan Desa
sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengelolaan dana desa
sehingga dapat mempertahankan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel.
Pemerintah kalurahan Sumberrahayu perlu memanfaatkan dana desa untuk
pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat, sumber daya masyarakat, dan penanggulanan kemiskinan dengan
membuka lapangan kerja yang berasal dari BUMDesa. Sehingga desa dapat
mengungkit perekonomian desa melalui peningkatan layanan umum,
mengoptimalkan aset desa, dan meningkatkan potensi desa sehingga menjadi desa
yang mandiri.

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, agar mampu mengidentifikasi program-
program yang sedang dilaksanakan oleh perangkat desa sehingga dapat memberikan
gambaran lebih spesifik mengenai program yang telah berjalan yang dibiayai dana

desa.
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5. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan sampel penelitian
yang berasal dari masyarakat desa sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan

akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.
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Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24 Huruf G.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 20.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun
2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Peraturan Pemerintah Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Tentang Daftar Alokasi Dana Desa Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun 2021.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
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